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Lahirnya peraturan tentang bimbingan perkawinan dilandasi adanya tingginya angka 
perceraian di masyarakat, faktor yang memicu salah-satunya adalah kurangnya 
pengetahuan dan rasa tanggung jawab suami dan isteri sehingga memicu konflik 
diantara mereka, namun dalam ajaran islam terdapat konsep ashulh yaitu upaya 
mendamaikan. Bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif atau doctrinal research. 
Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan 
(bimwin) yang selama ini dilaksanakan hanya sekedar formalitas saja, dan hanya 
sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, faktanya nilai angka perceraian masih 
tinggi, maka pemerinta melalui program yang baru yaitu Bimbingan Perkawinan 
(bimwin) sekaligus dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan 
pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas 
sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita. Namun demikian patut kita apresiasi niat dan 
tujuan pemerintah yang ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan 
rahmah serta harmonis dan ideal, degan harapan mampu melahirkan generasi yang 
kompeten, unggul dan berkualitas sesuai harapan bangsa.  
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A. PENDAHULUAN 
Kehidupan dengan keluarga jika dibandingkan dengan bangunan, untuk melindungi 
bangunan dari pengaruh badai dan goncangan gempa, itu harus dibangun di atas fondasi yang 
kokoh dengan bahan bangunan yang kokoh dan perekat yang saling terkait harus berkualitas 
sangat tinggi. Landasan kehidupan keluarga adalah ajaran agama, serta tersebut juga dalam 
UUD 1945 Amandemen Pasal 28 B bahwa 'setiap orang berhak membentuk keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah'. Disertai dengan kesiapan fisik dan 
mental yang kuat. Perekat bagi perkembangan keluarga adalah hak dan kewajiban yang telah 
ditentukan Tuhan kepada suami, istri, dan anak-anaknya. Dalam urusan pernikahan, Islam 
sudah banyak bicara. Dari cara menemukan kriteria untuk calon sahabat hidup, hingga 
bagaimana memperlakukan mereka ketika pejabat menjadi pengkondisian hati. Islam 
membimbingnya. Demikian juga Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan pernikahan yang 
meriah, tetapi tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Nabi Shallallahu 
'alaihi wa sallam, serta pernikahan sederhana namun tetap penuh pesona. Islam mengajarkan 
bahwa pernikahan memiliki manfaat luar biasa termasuk: 
a) Mempertahankan keturunan manusia, meningkatkan jumlah Muslim dan menggetarkan 
orang-orang kafir dengan generasi yang berjuang demi Allah dan membela agamanya. 
b) Menjaga kehormatan dan alat kelamin dari melakukan perzinaan terlarang yang 
merusak masyarakat 
c) Implementasi kepemimpinan suami atas istrinya dalam memberikan tanggung jawab 
nafkah dan pemeliharaan kepadanya. Allah berfirman dalam Al Qur'an Surah An Nisa 
'(4: 34):  
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)” (4: 34)  
d. Mendapatkan kedamaian dan kelembutan untuk suami dan istri dan kedamaian jiwa 
mereka. Ini sesuai  dalam Al Qur'an  Surat (Ar ruum : 21) :   
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar- 
Ruum:21. 
e. Menjaga masyarakat dari akhlak yang keji (zina) yang menghancurkan moral serta 
menghilangkan kehormatan. 
f.  Terjaganya nasab dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya serta 
terbentuknya keluarga yang mulia yang penuh kasih sayang, ikatan yang kuat dan 
tolong-menolong dalam kebenaran. 
g. Mengangkat derajat manusia dari kehidupan ala binatang menjadi kehidupan insan 
yang mulia. 
Dan masih banyak manfaat besar lainnya dengan adanya pernikahan yang syar‟i, mulia 
dan bersih yang tegak berlandaskan Al Qur‟an dan As Sunnah. Menikah adalah ikatan syar‟i 
yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana sabda Rasulullah 
sallallahu „alaihi wa sallam:  
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 “Berwasiatlah tentang kebaikan kepada para wanita, sesungguhnya mereka bagaikan 
tawanan di sisi kalian. Kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat 
Allah (akad nikah)” 
Akad nikah adalah ikatan yang kuat antara suami dan istri. Allah berfirman: “Dan 
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.(QS.4:21) yaitu akad 
(perjanjian) yang mengharuskan bagi pasangan suami istri untuk melaksanakan janjinya. 
Sedangkan Firman Allah SWT dalam  Qur'an Surat Al Maidah : 1 yang artinya “Hai orang-
orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS. Al-Maidah:1). 
Dalam hubungan suami dan isteri sering terjadi konflik yang disebabkan dari salah 
pihak tidak memenuhi janji-janjinya, hal semacam ini pada dasarnya dapat di redam dengan 
memberikan pengetahuan kepada suami dan isteri. Salah satu contoh ketika akan menjalankan 
akad nikah mereka diwajibkan mengikuti kursus calon pengantin. Bahwa kursus ini sangat 
penting bagi keberlangsungan bagi kehidupan meraka kedepan, karena hal-hal yang sifatnya 
sepele dapat menjadi sangat besar apabila mereka (suami-Isteri) tidak mengetahui ilmunya 
untuk meredam dan menyelesaikan masalahnya. Model dan cara menyelesaikannya tidak semua 
orang dapat melekukannya apabila mereka tidak mengetahui rumus dan ilmunya, penting untuk 
diingat bahwa permasalahan dalam keluarga sering kali terjadi akibat dari permasalahan yang 
sifatnya sepele. 
Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu ditekankan manfaat dan pentingnya 
suscatin bagi calon mempelai yang akan menikah untuk memberikan bekal pengetahuan dan 
ilmu yang terkait dalam tanggung jawab dikeluarga. “Kita tengah menghadapi kenyataan bahwa 
tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan ditahun 2030 tersebut dihadapkan pada fakta 
tingginya angka perceraian di Indonesia. Tahun 2013 Badan Kependududkan dan Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN) telah menyebutkan bahwa angka angka perceraian di Indonesia 
mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Sementara data Kementerian Agama menyebutkan 
bahwa sejak tahun tahun 2009-2016, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan 
antara 16-20%, terkecuali pada tahun 2011 mengalami penurunan. 
Hal ini mengindikasikan bahwa dilapangan masih sangat banyak pasangan pengantin 
yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah 
perkawinan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, dalam 
“memahami makna perkawinannya dengan segala permasalannya. Dalam hal ini yang 
mendapatkan tanggung jawab pelaksanaan suscatin adalah pada Kantor Urusan Agama agar 
para calon mempelai pengantin mendapatkan bekal ilmu serta wawasan yang memadai.  
Membangun rumah tangga dalam bingkai keagamaan adalah untuk melangsungkan 
pernikahan antara pria dan wanita yang terikat oleh perjanjian pernikahan (mitsaqaan 
ghalidzan). Bahwa melakukan pernikahan harus dalam keadaan suci baik secara fisik maupun 
mental oleh mempelai pria dan wanita. Karena itu, sebelum melakukan pernikahan, calon 
pengantin harus dilengkapi dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai 
suami-istri. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir 
Effendi baru-baru ini mengusulkan bahwa setiap pasangan yang ingin menikah memiliki surat 
nikah. Sertifikat ini hanya dapat diperoleh ketika calon pengantin menghadiri pelatihan/ kursus 
ADIL INDONESIA JURNAL 




© 2019. Program Studi S1 Hukum, Universitas Ngudi Waluyo   
  
prenatal sebagai bukti bahwa mereka memang siap untuk menikah. 
Kursus calon pengantin telah di atur berdasarkan aturan dari Kementrian Agama 
melalui KMA No. 477 Tahun 2004, dan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan 
Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 
Desember 2009, bahwa dalam dalam ketentuan peraturan tersebut pemerintah menganjurkan 
agar pada saat sebelum pelaksanaan pernikahan dilangsungkan, maka bagi setiap calon kedua 
mempelai terlebih dahulu  harus diberikan pengetahuan serta wawasan tentang arti dan 
tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga melalui "kursus pra nikah atau kursus calon 
pengantin (suscatin"). 
Dengan munculnya suscatin ini diharapkan dapat menekan angka perceraian, dan 
meningkatkan harmonisasi dalam keluarga muslim.  Karena selama ini pengetahuan  terhadap 
hak dan kewajiban suami isteri sangat rendah, sehingga menimbulkan peselisihan diantara 
suami isteri. Walaupun dalam islam telah dikenal upaya shulh yaitu upaya mendamaikan kedua 
belah pihak yang bertikai. 
Visi ke-depan adalah diharapkan bagi orang yang mau menikah tidak cukup hanya 
bermodalkan cinta dan suka sama suka saja, namun mereka harus dibekali dulu dengan berbagai 
pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai suami istri 
dalam sebuah keluarga. Hal ini untuk meminimalisir maraknya dan meningkatnya angka 
perceraian. Karena perceraian juga akan menimbulkan dampak bagi anak, apabila suami isteri 
tersebut telah dikarunia anak. 
Tujuan pernikahan adalah untuk dunia dan akhirat dalam islam. Konsep dan asas dalam 
pernikahan salah satunya adalah mempersulit perceraian,  agar dapat menjaga marwah 
pernikahan suami dan isteri dibekali ilmu yang berkaitan langsung dengan seluk beluk 
perkawinan dan tanggungjawabnya. Selain itu tujuan adanya sertifikasi nikah ini untuk 
memberikan pengetahuan dan membekali seseorang yang akan  melaksanakan perkawinan.  
Materi-materinya juga dapat diberikan tentang pengetahuan idealitas usia perkawinan 
karena ini penting di berikan agar tidak terjadi penyalahgunaan ketentuan-ketentuan usia 
perkawinan  yang berakibat dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah (diskah).  
Banyak perdebatan yang membahas masalah usia ideal untuk melakukan perkawinan, banyak 
anggapan adanya ketimpangan sosial antara kaum adam dan kaum hawa. Yaitu menurut UU No 
1 Tahun 1974 pasal 7  adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Namun telah di 
ganti dengan UU No 16 Tahun 2019 berdasarkan penelitian kesehatan, kesiapan usia menikah 
yang ideal adalah 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Kesiapan ini diperlukan agar 
para calon pengantin mempunyai pengetahuan tentang kesehatan reprodukasi, kehamilan, 
merawat anak serta kehidupan berkeluarga. Agar kesehatan keluarga yaitu ibu dan anaknya 
sehat setelah meliharkan. Dalam ketentuang Undang-Undang yang nomor 16 tahun 2019  
bahwa usia calon kedua mempelai adalah 19 untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan 
ketentuan ini tidak terdapat perbedaan usia keduanya. Dengan demikian tujuan untuk 
membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terwujud. Dengan adanya 
perangkat undang-undang yang mengatur tentang suscatin ini diharapkan mampu memperkuat 
tujuan membangun keluarga muslim yang ideal. Adapun permasalah yang dapat kami 
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kemukakan dalam tulisan ini yang berangkat dari  dari uraian tersebut dapat ditarik sebuah 
permasalahan yaitu bagaimana peran bimbingan perkawinan (bimwin)  yang dianggap mampu 
membangun rumah tangga muslim yang ideal. 
Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif  yaitu penelitian kepustakaan 
yang mengandalkan bahan hukum sekunder, baik sekunder-primer, maupun sekunder-sekunder, 
dan sekunder-tersier, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum, 
kaedah-kaedah hukum, doktrin-doktrin hukum, yang biasa dikenal dengan istilah doctrinal 
researh, yang bekaitan dengan topik pembahasan. Menurut Zainuddin Ali mengatakan “ 
penelitian yuridis normatif  yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada 
norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 
pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat”. 
 
B. Peran Bimbingan Perkawinan  Dalam Upaya  Membangun Rumah Tangga Muslim 
Yang Ideal 
1. Landasan filosofis adanya Bimbingan Perkawinan  (bimwin) 
Landasan filosofis adanya kursus bagi calon pengantin adalah salah satunya untuk 
mengurangi laju tingginya angka perceraian yang selama ini sangat tinggi, hal itu dapat 
dipahami bahwa dengan meningkatkan pengetahuan bagi catin akan sangat bermanfaat bagi  
mereka dalam menghadapi dan menjalani kehidupan berumah tangga. Kita tahu bahwa selama 
ini angka perceraian dan KDRT sangat meningkat tajam.  Maka berawal dari permasalahan 
tersebut pemerintah menerbitkan   Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 
tentang Kursus Calon Pengantin  kemudian aturan tersebut diperbarui dengan peraturan tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur 
Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.  
Perbedaan penyebutan dalam frase yang ada dalam peraturan tersebut tidak menjadi 
permasalahan pokok hanya istilah saja yang berbeda, namun secara maksud dan tujuan adalah 
sama yaitu berupaya mengurangi angka perceraian dan KDRT. Dalam penerapanya yang 
selama ini berjalan dilapangan kursus calon pengantin ini cenderung hanya formalitas saja, dan 
kurang efektif. Banyak  kalangan menilai bahwa kewajiban kursus pra nikah ini wajib dilalui 
bagi calon mempelai merepotkan bagi orang yang akan menikah, namun  sesuai dengan 
keterangan Menteri PMK sebagai berikut : 
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir 
Effendy Kursus pra nikah yang ia inisiasi sebenarnya tidak wajib dilakukan semua pasangan 
yang akan menikah. Muhadjir mengatakan seyogyanya setiap orang yang mengajukan aplikasi 
surat nikah akan secara otomatis terdaftar untuk melakukan pelatihan. Namun, pihak pengelola 
nantinya akan menilai lebih lanjut apakah pasangan membutuhkan pelatihan. "Kalau nanti 
potensinya harus perlu bimbingan, ya kita arahkan untuk dapat bimbingan. Tapi kalau yang 
tidak juga enggak perlu. Misalnya, calon pengantin dokter. Masa harus ikut kursus tentang apa 
itu kesehatan reproduksi. “Diakan sudah ahlinya”.  
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Kalau kita lihat dari filosofis terbitnya peraturan ini adalah untuk mewujudkan 
keberadaan keluarga yang harmonis serta sakinah sehinga dapat menjauhkan dari munculnya 
keinginan bercerai. Patut diapresiasi langkah pemerintah dalam membangun keluarga muslim 
yang ideal yang menurut ajaran islam adalah keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya 
diliputi beberapa instrumen diantaranya sakinah (ketenteraman jiwanya), adanya mawaddah 
(rasa cinta), serta terpeliharanya rahma (kasih sayang). Apabila intrumen tersebut terwujud 
dalam keluarga muslim maka dapat meningkatkan kualitas suber daya manusia muslim yang 
kompeten, karena faktor idealitas keluarga mempengaruhi kehidupan dalam rumah rangga baik 
hubungan anak dengan orang tuanya atau suami dengan isterinya. 
 
2. Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dan Harapan Terwujudnya Keluarga Yang Ideal 
Dalam membangun rumah tangga seorang calon pengantin harus siap jiwa dan 
raganya, siap dalam arti segala sesuatu untuk melangkah kedepan membangun keluarga. Dalam 
islam nikah merupakan perintah agama yang disunnahkan melalui Nabi Muhammad SAW. 
Terbentuknya keluarga yang ideal adalah harapan bagi semua masyarakat  khususnya keluarga 
islam, seperti yang tersebut diatas harus terpenuhinya beberapa instrumen dapat melahirkan 
keluarga yang ideal. 
Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat sakral dalam islam, pengetahuan 
bagi calon mempelai sangat di utamakan sebelum menjalankan ibadah ini, niat yang kuat dan 
ditopang dengan pengetahuan ilmu yang memadai serta terpenuhinya kualitas ekonomi mampu 
membangun tujuan terbut. Maka perintah untuk kursus bagi calon pengantin seperti yang 
termuat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon 
Pengantin yang diperbarui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, serta pada tahun 2020 ini telah 
canangkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) 
Muhadjir Effendy Kursus pra nikah yang ia inisiasi sebenarnya tidak wajib dilakukan semua 
pasangan yang akan menikah. Jadi menurut penulis bahwa kursus pra nikah atau disebut 
bimbingan perkawinan (bimwin) sifatnya dapat dikatakan kondisional dan dilihat calonnya yang 
mengajukan, serta nanti terdapat petugas yang menverifikasi apakah calon ini harus atau tidak 
untuk mengikuti bimbingan perkawinan (bimwin), sebagai contoh seorang dokter yang akan 
menikah dia mengerti masalah kesehatan, atau seorang ustadz ahli ilmu fiqh akan menikah dia 
juga memahami ilmu tentang munakahat. Artinya binwin  ini diwajibkan bagi calon pengantin 
yang tidak dalam spesifikasi tersebut, ini dapat di mengerti dan dipahami karena mereka lebih 
mengetahui dan ahli dibidangnya. 
Menurut data Data Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Agama 
bahwa menurut data di Badilag MARI pada tahun 2017 angka perceraian sangat tinggi yaitu 
cerai gugat sebesar 301,522 perkara, sedangkan untuk cerai talak sebesar 114,018 perkara.  
Bila kita melihat data tersebut prosentasi cerai gugat lebih tinggi ketimbang cerai talak, 
namun yang menjadi akar masalah adalah evektifitas dalam memberikan wawasan pengetahuan 
serta  rasa tanggung jawab bagi mereka dalam mengelola keluarga. Ini yang sangat penting 
untuk di cermati, dalam hal ini ada peran BP4 yang fungsinya untuk memberikan penasihatan 
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serta menjaga kualitas perkawinan bagi suami dan isteri yang terlibat pertikaian untuk 
didamaikan. Namun demikian pemerintah sangat konsen terhadap tujuan menurunkan angka 
perceraian dengan program yang tahun 2020 ini di unggulkan yaitu adanya ; 
 Satu gagasan besar yang akan menggantikan Suscatin adalah program Bimbingan 
Perkawinan (bimwin) sekaligus dijadikan program nasional penanggulangan angka 
perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul 
dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita. Ini juga berkesesuaian dengan 
pembangunan berkelanjutan PBB SDGs (Sustainable Development Goals). Program 
bimbingan pra nikah yang dilaksanakan secara nasional, sebagai bagian dari upaya 
Pemerintah bersama dengan stake-holders untuk mempersiapkan calon pengantin 
melalui program bimbingan perkawinan terstruktur melalui KUA. 
Program ini sangat di unggulkan oleh pemerintah bahwa Program Binwin ini 
merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang dikoordinasikan oleh KSP (Kantor 
Staf Presiden) dan BAPPENAS. Program Binwin dilaksanakan oleh Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten/ Kota melalui KUA Kecamatan dalam bentuk kelas pelatihan pembekalan 
selama 16 jam (dua hari) yang diisi oleh para instruktur terlatih, baik dari internal Kementerian 
Agama atau unsur masyarakat. 
Dengan gagasan yang sangat baik ini diharapakan dapat mengurangi angka perceraian 
serta meningkat kualitas keluarga yang ideal, dengan terwujudnya generasi yang kompeten lahir 
dari keluarga yang harmonis dan ideal. Karena binwin ini memberikan pelatihan yang 
komprehensif bagi calon pengantin. Sehingga tujuan utama mengurangi perceraian dapat 
terwujud dengan program yaitu keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, sesuai dengan petunjuk 
dalam agama islam  serta peraturan tersebut, bahwa fungsi keluarga itu terdapat beberapa fungsi 
yang harus diupayakan  berjalan seimbang untuk melanggengkan hubungan keluarga tersebut.  
 
C. PENUTUP  
1. Kesimpulan  
 Bahwa landasan filosofis adanya suscatin adalah untuk mengurangi  angka perceraian namun 
dalam pelaksanaanya kurang efektif karena masih tingginya angka perceraian. Sehingga 
pemerintah berupaya untuk mengurangi angka perceraian tersebut dengan memperioritaskan 
program bimbingan perkawinan (bimwin). Dan pada tahun 2020  program (bimwin), adalah 
upaya membangun keluarga muslim yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta dapat 
terwujudnya keluarga muslim yang  harmonis dan ideal,  disamping itu dengan adanya 
program bimbingan perkawinan (bimwin) dapat melahirkan generasi yang kompeten yang 
unggul dan berkualitas sehingga mampu mewujudkan nilai-nilai Nawa Cita yang sesuai 
dengan pembangunan yang berkelanjutan sesuai harapan bangsa.  
 
2. Saran 
Dengan adanya program bimbingan perkawinan ini merupakan evaluasi program yang lama, 
pelaksanaan program bimbingan perkawinan ini diharapkan dalam  pelaksanakan sesuai 
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dengan pedoman  dan petunjuk teknis yang ada dan tidak sekedar formalitas saja, sehingga 
outputnya memberikan nilai positif bagi peserta calon pengantin untuk memperoleh ilmu dan 
pengetahuan demi terwujudnya keluarga muslim yang ideal yang melahirkan generasi 
kompeten dan berkualitas. Dan untuk muatan materi yang lebih komprehensif dapat 
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